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SAI,INAN

KEruTUSAN Mf,NlTRI PERENCANAAN PEMBAI\IGUNAN NASIONAI/
KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASION L

NOMOR KEP.59,/M.PPN / HK/ O 4 / 20 1 A
TENTANG

PEMBENTUKAN TtM KOORDINASI S1't{A'rEctS KANTOR Bf,RSAMA KERJAS M
PEMERINIAII DENGAN BAD N USAHA

MENTERI PERf,NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KIPALA BADAN PI'RDNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

,\{enimbanS

Undang-Undaflg Nomor l5 Tahnn 2O17 tentang AnSSaran
Pendapatan dan Belanja N*egara Tahun AnSgaran 2018 (L€nrbaran

Negara Republik Ifldonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tarnbahan
Lelrlbaran Negara Republik Indonesia N"onlor 6138);

Peraturan Pemerintah Nonror 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anl{aamn daa Belanja Negara;

Pcraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang, OrBaniMsi
Kenlerltelian NegaIa;

Menging4t : 1

2

3

4. felatur.an

a.

b.

c.

d.

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nonlor ll8 Tahun 2015
Tentang Kerjasanla Perlerintah dengan Badafl flsaha Dalam
Penyediaarl Illfrastr'uklLtr', Keljasama Pcmerint4h dan Badatr Usaha
(KPBU) dilaksanakan rnelalui tahap perencanaan, penyiapan dan
transaksi;

bahwa dalant langka pelakMnaan tahapan KPBLI sebagailllafla
dilnaksud pada huruf a, diperlukan dilaksanakan koordinasi yang
intensif antar:r kemerltelian/lenrbaga terkait;

bahwa berdaMrkan LreltimbarSar sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tinl Kooldinasi Strategis
Katrtor Bersama Pelaksanaan Kerjasama Penrelintah dengan Badan
Usaha;

bahwa pejabat dan pegawai yanS nanunya tercantun dalanl
Lampiran Keputusan ini dianglap nlaftlpu darl nlenrenuhi
persyaratan untuk duduk dan rnelaksanakan tuSas sebaSai an&4ota
Tim Koordinasi Strategis (antor Bersanu Pelaksanaall Kerjasama

Peruerintah dengan Badan Usaha;
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Perahrran Presiden Nomol. 65 Tahun 2015 tentang Kementerian
Per€ncanaan Pembangunafl Nasion4l;

Peraturan Prcsiden Nomor 66 Tah]un ZO|S tentang Badan

Perencanaan Peftbangunan Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

Peratuun Menteri Perencanazn PembanSunan Nasional/
Kepala Badan Perenca aan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahufl
2016 tentar.Z Organisasi dan Tata Kerja Kemenferian Per€ncanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perenc4naan Pembangunan Nasional

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteli Perencanaafl

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 6 Tahu,n 2017;

Peraturan Menteri Perencanaan PembanSunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasioflal Nomor 5 Tahun
2016 tentan8 Perer'rca[aan, Pelaksanaan, Pelaporan, Penuntauan
dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

M[MITr.t]SKAN:

KIPLNUSAN MENIIRI PER.ENCANAAN PEMBANGI]NAN NASIONAL/

KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KANTOR BERSAMA

PELAKSANAAN KXRJASAMA PIMf,RINTAH DENGAN BADAN USAHA.

Membefltuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaar Kerjasama Penlerint4h

dengan Badan Usaha untuk selanjuinya disebut Tinl Koordinasi StrateSis

Kantor Bersarua KPBU, denSan susurun kean:gotaan sebagainlana

lercanlum dalanr Lanrpr[an Kepulu.an ini.

'finl Koordinasi StrateSis Kantor BersanE KPBU terdiri atas Tim PenSarah,

PenanggunS Jawab, Tim Pelaksana dafl TenaSa Pendukung.

Tim Pengarah bedugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi,

membimbing, dan memantau kemajuan dan nlemberi salan peftecahan

atas permasalahan pelaksanaall keSiatan.

PenanggunS Jawab bertugas lnernbelikan arahan kebijakafl , mengawasi,

membimbin8, dan menlartau Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan.

Tim Pelaksana bertuSas:

a. membuat jadwal serta rencana kerja kegiatan Tim Koordinali

Strategis Kantor Bersama KPBU;

b. nenyusun dan fltenSintegrasikan kebiiakan KPBU yang tepat

sasaran dalam dokulnen percncana4ll;
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c. berkoordinasi
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KEENAM

xETtuuH

KLT)LLAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

c. berkool'dinasi dan mertbelikan masukai't kepada
Kernenteliafl/Lcmbaga/Penletintah Daerah dalanl pelaksanaan
pellyediaan inft-astruktur nlelalui skcrlla KPBLI: dan

d. nrelakukan diskusi dan buitstonni g densan kemetlteriatl/
Ieinba.ga, penlerintah daerah terkail, naraslullber ahli, stakehoklers
lerkaii lainl1ya baik sec4r'a internal nralrpun ekslernal.

'Iinata Pendllkulg bertlrSas:

a. nler baniu pelaksaraal tuSas Tifi ltlaksana dalarn pengunrpulan
datan dan informasi; dan

[r. nlclakukal tagas kcsckrelariatan .len iu:ies lai ]-a g dibe kan oleh
'liI11 ltlaksarla.

SeSdla bia)'a yang diperlukan .lalam ralulklr pelaksanaan tugas lim
KoordiDasi Strategis Kantor Bel sana- KPBLI dibebankan pada An&laran
Itndapatan darl Bclarlia Negara Kententerian llN/Bappenas Tahun
An:€aran 2018.

Kepufusan ini bcrlaku scjak fan&qal ditetapkan dan berlaku surul sejak

tan:€al 2.lanuari 2018.

Diieiapkan di.lak.llta
pada tan&8al 2{l April 2016

MT]NI}]zu PERENCANAAN PI]MBANGLINAN NASIONAL,/

KEPAI"\ BADAN PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL,
ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

zr-
RR. Rita flaw.rti



SALINAN
LAMPIRAN
KIPUTUSAN MXNIERI PPN./
KIPAI,A BAPPENAS
NOMOR KI]P.59,/M.PPN / HK/ 04 / 20 7 A
TANGGAI 26 APRIL 20 1 8

SUSUNAN Kf,ANGGOTAAN
1'IM KOORDINASI STRATTGIS KANTOR Bf,RSAAd{ PII}.KSANA N KXRJASAMA

PI]MI]RI]\TIAH I)T]NGAN BADAN USAHA

B. PENANGGUNG JAWAB

TIM PENGARAH

Ketua

Anggota

TIM PELAKSANA

Ketua

C

Menteri PI'N/(epala Bappenas.

l. Deputi Bidans Koordinasi Percepatan
Infrastruktur dan PenSenlbanSan Wilayah,
Kenlenterian Koordinatol Bidang
Pelekoflomian;

2. Dilektur Jenderal Pengelolaa[ Pembiayaan
dan Risiko, Kenlenterian Keuangan;

:1. Dilektur Jenderal Bina Keuangan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri;

4. Deputi Bidan8 Per€flcanaan Penanaman
Modal, Badan Koordinasi PerEnanun
Modal;

5. Deputi Bidang Pengernbansa Strategi dan
Kebljakan, L.ernbaga Kebijakan Pen5adaan
Balang4asa Penle ntah.

Deputi BidanS Sarana dan Prasarana
Kenrefl teliar PPN/Bappenas.

Direktur Kerjasama Pemerintah Swast4 dan

Rancang Ba11gun, Kenrefl terian PPN/Bappenas.

D^dang Jusron SE, Ak, Kementerian

PPN,/Bappenas.

Novie And aili, SH, LLM, Kenlenterian
PPN/Bappenas.

1. Asisten Deputi BidanS Perunuhan,
Pertanahan dan Pembiayaan lnfrastnlktur,
Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian;

2 Direktur Pengelolaan Dukungan
Pemerintah dan Penbiayaafl tflfraskuldur,
Kementerian Keuangan;

3 Direktur Pendapatan Daerah, Pendapatan
Daerah, Kementerian Dalam Neger i;

4 Direkhrr Perencanaan Infrastruktur, Badan
Koordinasi Penanaman Modal;

wakil Ketua

Sckleiaris

AiULola

5. Dirckiur ...


